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BUFATI PROBOLINGGO
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam
{1} dam ayvat (2) Undang-lndang Nomor 2

tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan

DESA
Fasal 107 ayat
2 Tahun 1999

Menteri Dalam

Negeri Nomor &4 Tahun 1999 tentang Fedoman Umum
Fengaturan Mengenai Desa, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kejala Desa dan

Ferangkat Desa.
i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tent

an Daerah-Daesrah Kabupaten dalam Lingk

Jawa Timur

22 Tahun i

Negar

lindang—Undang Nomor

Femerintahan Daerah ({Lembaran

Nomor &0, Tambahan Lembaran Negara MNomor 38%93)

Undang-lindang Momor 25 Tahun 1

antara Pemerintg
179
Tambahan Lembaran Megara Nomor Z848)

Republik

Perimbangan ¥euangan

Dasrah {Lembaran Negara Tahun
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Eeputusan Fresiden Indoneg

Tahun 1799 tentang Teknik FPenyusun

FPerundang—Undangan dan Bentuk Ranca

lindang, FHancangan Peraturan FPemerintah

Feputusan Presiden ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

tentang Petunjuk Pelaksanaan dan

Feristiiahan Dalam Penyelenggaraan Fen

dan Kelurahan

Keputusan Fenteri Dalam Negeri Nomor

tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengen

ang Fembentuk-
ungan Propinsi
Eaeard tentang

a Tahun 1999

797 tentang
ah Fusat dan
?  Momor T2,
44

Peraturan

ia HNomor
an

ngan tindang—
dan Rancangan
&3 Tahun 1999
Fenyvesuaian
erintahan Deca
&4 Tahun 1999

ai Desa.
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7. Eeputusan

tentang FPedoman Umum Pengaturan Mengen

kelurahan.

Dengan Fersetujuan

Menteri Dalam Negeri dNomor

5 Tahun 1999

ai Pembentukan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOILINGGD

MEMUTUS KAN
DAERAH EABUPATEN

Menstapkan PERATURAN

BAR I
KETENTUAN LiMUM

FPasal 1

=
=

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan

a. Kepala Daerah adalah Bupati Frobolinggo ;

b. Kecamatan adalah Hilayah Keria Camat sebagai

Eabupaten Frobolinggo

Desa adalah . kesatuan masyarakat hokum yang memi

untuk mengatur dan mengurus  kepentingan
berdasarkan asal usul dan adat istiadat
sistem pemesrintahan nasional dan berada
desa

staf,

Ferangkat Desa adalah unsur pemerintah vang

tugas KkKepals Desa terdiri dari it o unsu

unsur wilavah 3

Pegawai MNegeri adalah Pengawai Megeri Sipil dan

=

pNasional Indonesia

Penghasilan Tetap adalah Jumlah penerimaan dan
sah dan diberikan secara teratur setiap bulan

gnggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Des

fAnggaran Desa adalah Rencana Operasional Tahunan d
v &g

dalam angka—angka rupizah vang mengsa

umum FPemerintahan dan  Fembangunan Desa

diteriemahkan

target penerimaan dan perkiraan batas tertinggi pe

PROBOLI
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN FERAN

Fe

masyar

di daerah Kabupaten

penghasilan

GG0 TEMTANG
KAT DEGA.

3

rangkat Daerah

1iki

kat

kewenangan

setempat

setempat vapg diakui dalam

=

®
embantu tugas-—

pelaksana dan

nggota Tentara

yang

vang disebut
ri pada program

diiabarkan dan

rdung  perkiraan

X

ngeluaran Desa

BEAEB II
KEDUDUKAN ¥EFALA DESA DAN PERANGEAT DESA
Pasal 2
kKepala Desa dan  Perangkat Desa berkedudukan

FPemsrintah Desa yang diangkat oleh Pejabat vang berw

Peraturan vang berlaku, sebagai pelaksana FPemerindg

menvelenggarakan rumah tangganya sendiri dan  memb3

tugas pemerintahan dari pemerintah dan pemerintah

atasnva.

j

ebagai Fejabat

nang berdasarkan
Desa

ahan vang

ntu pelaksanaan

dasrah tingkat
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BEAB III
SUMBER KEUANGAN DESA

-
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{1} Sumber Fendapatan Desa terdiri dari

a. Fendapatan Asli Desa yang meliputi

1}

-
=

hasil usaha desa

hasil kekavaan desa ;

Ll

Nt

hasil swadaya dan partisipasi 3

3 dan

hasil gotong rovong

L g

lain-lain pendapatan asli desa vang sah.
Bantuan dari Pemerintah Kabupaten vang meliputi
1} bagian dari perclshan pajak dan retribusi dae

2} bagian dari dana pertimbangan keuangan Fusa

yvang diterima olsh Pemerinitah Kabupaten.

c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Fropirnsi

i

: dan

Sumbangan dari pihak ketiga

2. pinjaman desa.

Sumber Pendapatan Desa,

dikelola melalui 8nggaran Pendapatan dan Belanja De

Fepala Desa bersama Badan Perwakilan Desa meneta

Fendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Per

Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dah Belanja

=

3

kan oleh Bupsti

{3} Tata cara dan pungutan ocbisk Pendapatan dan Belania
kan bersama antara kepala Desa dan Badan Perwakilan
EABR IV
EEDLUDLIKAN KEUANGAM KEFALSA DESA
' DAN PERANGKAT DESA
Pasal 4
{1} Kepala Desa dan Ferangkat Desa diberikan penghasila
bulannya dan tunisngan lainnva g
{2} Besarnya penghasilan tetap sebagaimana dimaksud p
dibebankan kepada #Anggaran Pendapatan dan Belanja
dengén kemampuam vang ditetapkan dalam Peraturan De
Pasal &
¥Fepala Desa dan Ferangkat Desa vang berasal dari Fe
Purnawirawan dan FPensiunan Fegawai negeri diberika

tambahan sesuail dengan kemampuan keuangan Desa vang bes
kan dalam Peraturan Desa. '

Fasal &
{1} Kepals

masa iabatannya dapat diberikan penghargaan atas pe

Besa dan Perangkat Desa vang diberhentikan

sebagaimana dimaksud pag
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ffah dan

4 dan Daerah

a ayat ({1},

=

kan Anggaran
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£

turan Desa

esa ditetap—

Deza ditetap-

Desa.

n tetap sestiap

Lda ayat (1}

Desa  sesuai
£3 .
nawai Megeri,

i penghasilan

prova ditetap—

habis

Fgabdiannya

karena
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{Z} Kepala Desa dan Perangkat Desa vang meninggal sebel
,jabatannya,

kali

kepada ahli warisnya diberikan santuns

{empat) penghasilan tetap vang diterima d3

5

bulan

Kepala Desa dan Perangkat Desa vang mengalami kg

saat melaksanakan tugas sehingga mengakibatkan caca
diberikan santunan yvang besarnva disesuaikan kemam

desa dan distur dalam Peraturan Desa.

BAaRB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

) FPasal 7
{1} Pegawai Negeri GSipil yang dipilih dan diangkat m
Desa dan Perangkat Desa dibebaskan untuk sementara
organiknya tanps keshilangan statusnya sebagai P

Sipil 3

{2} Gaji, tunjiangan dan penghasilan lainnya serta ken
tetap diterima oleh Pegawai Negeri Sipil  vang

diangkat menjadi Kepala Desa atau FPerangkat Desa se

Perundang—undangan yang berlaku.

BAR VI

KETENTUAN PENUTUP
. FPasal 8
Hal-hal lain yang belum cukup diatur didalam Peraturan
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur 1lebih

Bupsti.

9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundan

Fasal

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahk

an Peraturan Dasrah ini dengan penempatannya dalam Le

Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan ﬁ

|
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Pada tang &

BUPZHI

Daerah
(53

Diundangkan  dalam  Lembaran

tanggal OF Aes. - 2000 Nomor: <2

Seri :

An. BUPATI PROB

um habis

ia]

Kabupaten

masa
sebesar 4

lam 1 {satu}

celakaan pada
t tetap dapat

puan keuangan

njadi Kepala

dari jabatan
Bgawai Negeri
gikan pangkat
dipilih dan

suai Feraturan

ini,

Dasrah
lanjut oleh
nhan.

an pengundang—

nharan Daerah

Frobolinggo
FPebruari 2000
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PEMJIEL AGAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUFATEN PROBOL INGGO
MOMOR @ % TAHUN Z000

TENTANG
KEDUDUEAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGEAT

I. PEMJELASAM UMLIM

Sebagai  pelaksanaan
tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 28 Keputusan
&4 Tahun 1999 tentang Pedoman

Megeri HNomor

Mengenai Desa  maka dipandang perlu mengatur hedug
Fepala Desa dan Perangkat Desa.
Bahwa pengaturan terhadap Kedudukan keuangan |

memberikan

Undang-Undang Momor 22

DESA

Tahun iz59

Menteri Dalam

Upum Fengaturan

dukan Keuangan

repala Desa dan

Perangkat Desa tersebut disamping pedoman tentang
besarnya penghasilan tetap vang diberikag kepada Kepala Desa dan
Perangkat Desa., desa vang mampu dapat memberikan penghasilan
tambahan sesuai dengan kemampuan desa yang bersangkiitan.
I1I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Fagal 1 sampai dengan 2 @ Cukup ielas
Pasal % ayat {1} : Yang dimaksud dengan tunjangan lainnva
dapat berupa tunijangan istri, tunjangan
anak, tuniangan kecelakasn dan lain—
1ain‘yanq diatur dengan Feraturan Desa.
ayat (2} : Cukup ielas
Pasal 4 : Kepala Desa dan Perangkat Desa vyang
berasal dari Pesgawal sgeri Sipil,
Furnawirawan dan Pensiunan Fegawai
Negeri hanvya diberika penghasilan
tanbahan, bukan penghasilan tetap dan
tidak memperocleh tunjangan lainnva.
Fasal © ayat (1} : Bentuk penghargaan dapat| berupa piagam,
uang dan atau barang-—barang lain vang
nilainya disesuaikan dengan kemampuan
keuangan desa.
avat {2} : Cukup islas
avat (3} : Cukup jelas

FPasal 6 sampai dengan 8

Cukup jelas.
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